
Berita: Muhammadiyah
 

Yunahar: Bank Syariah Harus Bergerak Progresif Penuhi
Kebutuhan Nasabah

Rabu, 06-12-2017

MUHAMMADIYAH.OR.ID, BANTUL -- Pada tahun 2006 Majelis Tarjih Pimpinan Pusat Muhammadiyah
mengeluarkan fatwa bunga Bank adalah riba sedangkan Majelis Ulama Indonesia (MUI) sudah lebih dulu
mengeluarkan fatwa pada tahun 2003.

Hal tersebut disampaikan oleh Yunahar Ilyas, Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah dalam acara
Seminar Nasional Refleksi 25 tahun Perbankan Syariah di Indonesia, Peluang dan Tantangan bertempat
di Twin Building Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY), Rabu (6/12).

Yunahar mengatakan begitu fatwa tersebut keluar diperkirakan akan terjadi pemindahan besar-besaran
dari Bank konvensional ke Bank Syariah. Waktu itu, lanjut dia, banyak pihak melihat kesiapan Bank
Syariah, namun ternyata perkiraan itu tidak terjadi.

"Sejak keluar diperkirakan akan ada pemindahan besar-besaran namun ternyata hal tersebut tidak
terjadi," ujarnya. 

Yunahar menjelaskan kondisi masyarakat yang yakin bunga Bank itu haram ada sekitar 5-10% dan yang
yakin bunga Bank itu halal ada 5-10%. "Nah sisanya itu 80% ini masyarakat masih angin-anginan,
mereka memilih Bank Syariah karena mudah dan murah atau memilih Bank konvensional karena mudah
dan murah, ada juga yang kalau minjam uang ke Bank Syariah tapi menyimpannya di Bank
konvensional," paparnya.

PP Muhammadiyah sendiri telah memberikan surat edaran mulai 1 Januari 2015 ke semua Amal Usaha
Muhammadiyah (AUM) untuk mengalihkan tabungannya ke Bank Syariah dan tidak ada yang boleh
memakai Bank Konvensional.

"Namun setelah itu muncul kesulitan ketika menerima dana hibah masih memakai Bank Konvensional
sehingga kami mengizinkan beberapa kalau terpaksanya untuk menerima dana hibah boleh buka
rekening konvensional setelah itu segera dipindahkan ke Bank Syariah," jelasnya. 

Ia melanjutkan bahwa kondisi 80% masyarakat tersebut membuat tantangan tersendiri bagi Bank Syariah
untuk lebih bergerak progresif dan memenuhi kebutuhan nasabah.

"Indonesia ini mengalami krisis kejujuran, maka dari itu harus ada yang menjamin. Bisa saja kita buat
nanti sebelum pinjam uang ke Bank Syariah harus mendapat lisensi kejujuran terlebih dahulu. Lisensinya
itu bisa dibuat dari PP Muhammadiyah nanti kita lihat bagaimana kesehariannya, ibadahnya dan lain
sebagainya itu bisa saja," ungkap Yunahar.

Pebisnis muslim menurutnya tidak pernah mengajukan pembiayaan yang besar pada Bank Syariah
padahal dana yang terkumpul akhirnya disalurkan ke pengusaha lain non muslim sehingga ini tidak
sinkron.

"Terakhir PP Muhammadiyah mendorong majelis ekonomi melahirkan pengusaha-pengusaha yang besar
dan sukses untuk kedepannya," tutup Yunahar. (Syifa)
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